PRAKTIK TAUKIL WALI NIKAH DALAM AKAD NIKAH DI 

DESA KUNTI KEC. ANDONG KAB. BOYOLALI by ROFAYANTI, NA’OF NUR & ANWARUDIN, ANWARUDIN
i 
 
PRAKTIK TAUKIL WALI NIKAH DALAM AKAD NIKAH DI 
DESA KUNTI KEC. ANDONG KAB. BOYOLALI 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) 
 
 
 
Oleh : 
NA’OF NUR ROFAYANTI 
NIM.132121004 
 
 
 
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM 
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH) 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  (IAIN) SURAKARTA 
SURAKARTA 
2019 
ii 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
 
v 
 
 
vi 
 
MOTTO 
 
Janganlah sekali-kali kau membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang 
lain. Menganggap orang lebih bahagia atau kenapa hidup kita begitu nestapa. 
Kita tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui dan perjuangkan untuk 
mencapai kehidupan mereka yang sekarang. Karena itu, bersyukurlah dengan 
kehidupanmu yang sekarang." 
-Tere Liye- 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...‟.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ََ Fath}ah A A 
 َِ  Kasrah I I 
 َُ  Dammah U U 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Z|ukira 
3 ةهري Yaz|habu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
و .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala  
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 Contoh: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala  
2. نورخأت ta‟khuduna 
3. ؤىنا An-Nau‟u 
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8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
 Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز لاإ دمحم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. هيمناعنا بز الله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 
transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
 Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Na‟of Nur Rofayanti, NIM.13.21.21.004. “Praktik Taukil Wali Nikah 
Dalam Akad Nikah Di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali” 
Taukil wali nikah dalam pernikahan merupakan suatu hal yang biasa 
dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat Desa Kunti 
Kecamatan Andong Kabupaten boyolali. Namun di Desa ini hampir seluruh 
bahkan 99% masyarakat yang menjadi wali nikah, memilih untuk menyerahkan 
hak kewaliannya kepada orang lain yang lebih dihormati dan lebih luas ilmunya 
seperti penghulu.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
pemahaman dan praktik taukil wali nikah dalam akad nikah di masyarakat Desa 
Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali kemudian ditinjau dari hukum 
Islam. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan field research (penelitian 
lapangan), teknik yang digunakan menggunakan snowball, wawancara, observasi 
dan pengolahan data yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun data primer 
merupakan data yang diperoleh di lapangan yaitu wawancara kepada masyarakat, 
beberapa tokoh masyarakat seperti tokoh agama atau penguasa yang disegani, 
serta pegawai Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat Desa Kunti 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tentang taukil wali nikah adalah jika wali 
tidak ada/ berhalangan maka hak kewaliannya jatuh kepada wali nasab yang 
terdekat. Sedangkan makna dari taukil wali nikah adalah seorang wali yang 
mewakilkan perwalian dalam menikahkan anak perempuan kepada orang lain. 
Adapun faktor penyebab praktik taukil wali oleh masyarakat Desa Kunti adalah 
karena ada rasa takut dalam salah pengucapan, merasa tidak fasih dan tidak paham 
ilmu, dan karena mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Dari 
analisis hukum Islam, fenomena taukil wali yang terjadi di Desa Kunti Kecamatan 
Andong Kabupaten Boyolali hukumnya boleh, dengan alasan yang dilakukan 
masyarakat tersebut diintegrasikan dengan melihat fungsi taukil wali dalam akad 
nikah, yaitu  untuk membantu meringankan beban dengan sesama manusia 
dengan cara membantu menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab. 
Sehingga perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong 
terhadap sesama manusia dalam kebajikan dan ketakwaan dan hal tersebut tidak 
keluar dari jalur hukum Islam. 
Kata Kunci: pernikahan, taukil wali, hukum Islam. 
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ABSTRACT 
 
 Na‟of Nur Rofayanti, NIM.13.21.21.004. "Marriage Guardian Taukil 
Practices in Marriage Covenants in Kunti Village, Kec. Andong Kab. 
Boyolali "  
 Taukil marriage guardian in marriage is something that is commonly 
practiced by the community in general, including the people of Kunti Village 
Andong District Boyolali District. But in this village, almost all of them even 99% 
of the people who become marriage guardians, choose to surrender their rights of 
trust to other people who are more respected and more knowledgeable as the 
prince. The purpose of this research is to find out how the understanding and 
practice marriage guardian taukil in a marriage contract of the people of Kunti 
Village, Andong Subdistrict, Boyolali Regency are then reviewed from Islamic 
law.  
 This research uses a field research approach (field research), the 
technique used is using snowball, interviews, observation and data processing in 
terms of Islamic law. The primary data is data obtained in the field, namely 
interviews with the community, some community leaders such as religious leaders 
or respected rulers, as well as employees of the local Office of Religious Affairs. 
Whereas secondary data was obtained from the Compilation of Islamic Law and 
books. 
The results of this study are that the community's understanding of Kunti 
Village Andong District Boyolali Regency about marriage guardian taukil is that 
if the guardian does not exist / is absent then the inheritance rights fall to the 
closest nasab guardians. While the meaning of the marriage guardian taukil is a 
guardian who represents guardianship in marrying a daughter to someone else. 
The factors that cause the practice of guardian taukil by the people of Kunti 
Village are because there is fear in the wrong pronunciation, feel not fluent and do 
not understand science, and because it follows what has become a community 
tradition. From the analysis of Islamic law, the phenomenon of guardian taukil 
that occurs in Kunti Village, Andong Subdistrict, Boyolali Regency is legal, with 
the reason that the community is integrated by looking at the function of guardian 
taukil in a marriage contract, which is to help ease the burden with fellow humans 
by helping to abort their obligations as trustees nasab. So that the act is one form 
of help to fellow human beings in virtue and piety and it does not go out of the 
way of Islamic law. 
Keywords: marriage, guardian taukil, Islamic law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Pernikahan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah 
karenanya Rasulullah saw mewajarkan pemilihan atas dasar kecantikan, harta 
dan nasab. Dengan pernikahan kehausan syahwat bisa terobati secara 
sempurna.
1
 Dalam pernikahan terkandung unsur ketentraman dalam rumah 
tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman. Sakinah atau 
ketentraman,  mawaddah atau rasa kasih sayang diantara suami dan istri, 
rahmah atau kasih sayang mengikat kedua suami istri. Untuk mencapai 
sakinah harus disertai dengan cinta dan kasih sayang. Atas dasar sakinah, 
mawaddah dan rahmah akan melahirkan keturunan.
2
 Dalam pelaksanaan 
pernikahan terdapat beberapa rukun dan syarat sahnya. Adapun rukun nikah 
adalah : mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, 
shigat ijab kabul. 
Dalam melaksanakan akad nikah terdiri dari dua bagian pokok, yaitu 
ijab dan kabul. Ijab adalah ucapan dari salah satu diantara dua orang yang 
melakukan akad nikah sebagai ucapan pertama, sedang kabul adalah ucapan 
dari pihak lain sebagai ucapan kedua (jawaban terhadap ijab).
3
 Pengucapan 
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ijab kabul haruslah disaksikan dua orang laki-laki muslim, baligh, melihat, 
berakal, mendengar, paham akan yang maksud akad nikah dan adil. 
Selanjutnya pernikahan harus dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau 
wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.
4
 
Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan 
seorang perempuan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak 
sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia 
tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat berpindah 
kepada yang lain. 
Beberapa ulama berbeda pendapat dalam masalah wali, sebagai syarat 
sahnya pernikahan. Imam malik dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa tidak 
sah pernikahan tanpa wali. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat 
bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang 
calon suaminya sebanding (kufu‟), maka pernikahannya boleh. Namun 
sebelum diadakan akad nikah harus meminta persetujuan walinya.
5
 
Adapun dalam undang-undang perkawinan, bahwa untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun 
harus mendapat izin kedua orang tua.
6
 Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 
19, wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon 
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mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya dalam 
pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari : wali nasab dan wali hakim.
7
 
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 
wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
8
 Wali nasab terdiri dari empat 
kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan 
kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon 
mempelai wanita, yaitu : 
Pertama, laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak 
ayah dan seterusnya. Kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara 
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kerabat paman, 
yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki 
mereka. Keempat,saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah 
dan keturunan laki-laki mereka.
9
 
Apabila wali nasab tidak ada (ghaib) atau karena kondisi tertentu 
sehingga tidak dapat ditemui, misalnya wali yang jauh tempat tinggalnya dan 
tidak dapat berpergian jauh, dipenjara, mempersulit, sedang ihram,maka wali 
hakim dapat dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah. Wali hakim 
adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak menjadi 
wali hakim adalah : pemerintah, khalifah, penguasa, atau qadi nikah yang 
diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali 
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hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat 
diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-
orang alim.
10
 
Penjelasan tentang akad nikah di atas, memperlihatkan beberapa poin 
yang paling penting dalam keabsahan suatu pernikahan. Selain atas dasar 
suka sama suka, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul. Ijab dari 
pihak wali perempuan atau wakilnya, dan kabul dari pihak lelaki calon suami 
atau wakilnya. 
Realitas yang terjadi dalam masyarakat memperlihatkan praktik yang 
berbeda. Jabatan wali yang cukup penting, wali dari pihak perempuan atau 
wali nasab yang diutamakan tidak dimanfaatkan secara maksimal yaitu lebih 
sering adalah wali mewakilkan kepada yang lain, meskipun dalam hal ini 
diperbolehkan. Maka lahirlah sebuah istilah taukil, wakalah, wakil atau 
muwakil wali dalam suatu pernikahan. 
Menurut bahasa kata taukil adalah penyerahan atau pelimpahan yang 
merupakan bentuk mashdar dari tawakkala- yatawakkilu- taukiilan. 
Sedangkan menurut syara‟ taukil atau wakalah adalah penyerahan perkara 
oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan yang 
dapat diganti untuk dikerjakan semasa dia masih hidup. Taukil juga diartikan 
seseorang yang sudah mukallaf mewakilkan sesuatu kepada orang mukallaf 
dengan mengucapkan ijab agar orang lain tersebut mewakili dirinya dalam 
berbagai urusan  yang di dalamnya diterima perwakilan. Dan seorang wakil 
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harus memiliki kemampuan untuk memberdayakan sesuatu yang 
diwakilkan.
11
 
Penelitian ini bermula dari peristiwa yang terjadi di berbagai tempat 
dan daerah termasuk masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali, mayoritas penduduk beragama Islam dan sebagian besar bahkan 
99% masyarakatnya yaitu sebagai wali nasab menyerahkan hak perwalian 
dalam menikahkan anak perempuannya kepada orang lain sebagai pengganti 
atas dirinya untuk menyelesaikan urusan tersebut. Meskipun pada dasarnya 
wali nasab tersebut tidak berhalangan. Wali pengganti yang biasanya diminta 
menjadi wakil adalah kyai atau pegawai KUA.
12
 
Penjelasan di atas memberi inspirasi kepada penulis untuk melakukan 
serangkaian penelitian di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali. Dengan tema taukil wali nikah dalam perspektif normatif-yuridis, 
maka peneliti mengangkat judul “Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad 
Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali.” 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu 
penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan membantu peneliti 
dalam mengidentifikasi persoalan yang akan ditentukan. Berdasarkan uraian 
latar belakang yang ada, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah 
sebagai penelitian sebagai berikut : 
                                                          
11
 Muhammad Utsman Al-kahsyt, Fiqih Wanita Empat Madzhab, (Bandung: Khazanah 
Intelektual, 2017), hlm 296. 
12
 Jasmin, Mudin Desa Kunti, Wawancara Pribadi, 6 Februari 2018, jam 13.00-14.00. 
Dikutip dengan ijin. 
6 
 
 
1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali tentang taukil wali nikah dalam akad nikah? 
2. Apakah faktor-faktor penyebab praktik taukil wali nikah dalam akad nikah 
di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik taukil wali nikah di 
Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan  rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, berikut 
tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Desa Kunti Kecamatan 
Andong Kabupaten Boyolali tentang taukil wali nikah dalam akad nikah. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan praktik 
taukil wali nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 
taukil wali nikah di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 
menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan tentang 
wali dalam pernikahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan salah satu 
rujukan pertimbangan bagi peneliti yang sejenis di masa yang akan datang. 
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2. Manfaat praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya tentang wali dalam 
pernikahan, dan peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema 
yang sama. 
E. Kerangka teori 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk-Nya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam 
suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak 
perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Adapun 
secara syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan 
dengan tujuan untuksaling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahtera. Dari makna diatas yang paling penting dalam pernikahan adalah 
ijab kabul. 
Tanpa ijab kabul pernikahan antara keduanya tidak sah. Pernikahan 
wajib dilakukan dengan ijab dan kabul, yang dinamai akad nikah. Ijab dari 
pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak lelaki calon suami 
atau wakilnya. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki 
muslim, baligh, melihat, berakal, mendengar, faham serta adil. 
Dalam proses terjadinya ijab dan kabul berarti disini peran seorang 
sebagai wali sangalah penting. Sebagaimana yang termasuk dalam rukun 
nikah adalah wali. Dalam sebuah hadist:   
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 َلَاق : َلَاق اَمُه ْ نَع َلَاَع َت ُوَّللا َيِضَر ِوِيَبأ ْنَع ىَسوُم بَِأ ِنْب َةَدْر ُب بَِأ ْنَعَو
 ، ُدَْحَْأ ُهاَوَر } ٍّلَِوِب َّلَإ َحاَكِن َلَ { : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر
 ، ِِّنِيِدَمْلا ُنْبا ُوَح َّحَصَو ، ُةَع َبْرَْلْاَو. َناَّبِح ُنْباَو ، ُّيِذِمْر ِّ تلاَو 
 
Artinya:“Dan dari Abu Burdah bin Abu.Musa dari ayahnya ra ia berkata: 
Rosulullah saw bersabda: Tidak ada menikah melainkan dengan adanya 
wali. Di riwatkan oleh Ahmad, Imam Empat, dan di Shohihksn Ibnu Al-
Madini, dan Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. 
 
 َّلَإ َحاَكِن َلَ { اًعوُفْرَم ِْيَْصُْلْا ِنْب َناَرْمِع ْنَع ِنَسَْلْا ْنَع ُدَْحَْأ ُماَم ِْلْا ىَوَرَو
 } ِنْيَدِىاَشَو ٍّلَِوِب 
 
Artinya:“Dan di riwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dari Imran bin 
Al-Hushain secara marfu‟: Tidak ada menikah melainkan dengan adanya 
wali dan dua orang saksi.
13
 
 
Dari hadits diatas dapat dijadikan acuan bahwa peran wali sangat 
penting. Yang berarti juga wali berkewajiban menikahkan putrinya. Apabila 
wali berhalangan atau tidak ada maka wali bisa diwakilkan kepada yang lain 
meskipun tidak ada hubungan nasab, yang terpenting adalah ada akad 
penyerahan hak kewaliannya kepada yang diwakilkan atau diberi 
kewenangan. Hal ini disebut dengan taukil wali nikah. 
Taukil wali artinya menjaga dan menyerahkan, penyerahan perkara 
oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan yang 
dapat diganti untuk dikerjakan dan perwakilan yang dia lakukan hukumnya 
sah. Perwakilan boleh dilaksanakan dengan lisan dan boleh juga dengan 
tulisan. Adapun orang yang menjadi wakil tidak boleh berwakil kepada orang 
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lain untuk melaksanakan perwakilan, kecuali dengan izin orang yang 
berwakil atau bisa diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri. Jadi taukil wali 
nikah adalah penyerahan kewenangan wali nasab kepada wakilnya yang 
memenuhi syarat dari syarat wali untuk bertindak atas nama dari pihak 
perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 membolehkan wali nikah 
mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Begitupun dalam pasal 29 
kebolehan calon laki-laki mewakilkan dirinya kepada laki-laki lain. Adapun 
para fuqaha telah sepakat tentang kebolehan taukil wali, disamping adanya 
kebutuhan orang-orang terhadapnya karena terkadang orang tidak dapat 
melaksanakan keperluannya.
14
 
Maka hendaknya orang yang diberi kewenangan menjadi wakil 
hendaklah melaksanakan kewenangannya dengan sendirinya sesuai dengan 
ketentuan. Dan kondisi seperti ini biasa dipraktekkan dalam masyarakat 
dengan meminta para tokoh agama atau penguasayang disegani, seperti 
kepada pegawai KUA untuk menjadi wakil dari wali nasab. Dan hal tersebut 
mengakibatkan terjadinya suatu akad antara wali nasab dengan orang yang 
diberi kewenangan atau taukil wali. 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebelum mengangkat tema ini, penulis telah menelaah beberapa 
literatur yang berkaitan dengan masalah wali dalam pernikahan, literatur-
literatur yang telah penulis temukan diantaranya yaitu : 
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Pertama, skripsi yang disusun oleh Siti Fatichah Fersiani Salsabila 
(2006) mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Surakarta yang berjudul Pelaksanaan Perkawinan 
Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari 
(Tinjauan Hukum Islam). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research). Penyebab penelitian ini karena adanya pelaksanaan perkawinan 
dengan wali hakim dengan alasan wali Ta‟adzur yaitu wali nasab ada akan 
tetapi udzur dalam arti tidak bisa hadir dengan alasan atau karena sebab 
tertentu. Tujuan penelitian ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim karena wali ta‟adzur dan yang di maksud dari 
wali ta‟adzur. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan 
perkawinan dengan wali hakim yang wali nya ta‟adzur lalu ditinjau dari 
hukum Islam, dan hasil tinjauan tersebut hukumnya adalah boleh.
15
 
Perbedaan penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah ketika pada penelitian 
ini wali tidak atau berhalangan hadir, maka wali dalam akad nikah jatuh pada 
perwalian jatuh kepada wali hakim. Sedangkan dalam penelitian saya wali 
hadir atau tidak berhalangan namun menyerahkan atau mewakilkan 
perwaliannya kepada orang lain yang di percaya seperti naib atau pegawai 
KUA. 
Kedua, skripsi yang disusun oleh Iftidah (2015) mahasiswa jurusan al-
ahwal al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) 
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Yogyakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif 
terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Dalam Akad Nikah ( 
Studi Di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014). 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penyebab 
penelitian ini adalah karena banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan 
haknya sebagai wali nikah secara maksimal untuk menikahkan anaknya 
sendiri (mewakilkan kepada orang lain). Tujuan penelitian ini penulis ingin 
mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait taukil wali dalam 
akad nikah kemudian di analisis secara kualitatif kemudian ditinjau dari 
hukum Islam dan hukum positif. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang 
pandangan masyarakat tentang taukil wali dalam akad nikah lalu ditinjau dari 
Hukum Islam dan Hukum Positif, dan hasil tinjauan tersebut hukumnya 
adalah boleh.
16
 Yang membedakan penelitian ini adalah jika peniliti 
sebelumnya meneliti tentanng pandangan masyarkat terhadap taukil wali 
nikah kemudian ditinjau dengan Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan 
peneliti saat ini meninjau tentang pemahaman dan praktik taukil wali dalam 
akad nikah dari hukum Islam dan 99% masyarakatnya menyerahkan 
perwalian dalam akad nikah. 
Ketiga, skripsi yang disusun oleh M. Sulthonul Arifin (2010) 
mahasiswa jurusan al-ahwal al-syakhshiyah Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN) dengan judul Pandangan Masyarakat 
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Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Desa Pakukerto Kec. 
Sukorejo Kab. Pasuruan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Penyebab penelitian ini karena 
sering terjadi praktik wakalah wali termasuk di daerah tersebut. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pemahaman 
tentang wakalah wali dalam akad nikah dan apabila ditinjau dari hukum 
Islam. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pemahaman dan 
motivasi masyarakat tentang wakalah wali dalam akad nikah.
17
 Yang 
membedakan penelitian ini adalah penelitian diatas melihat bagaimana 
pandangan masyarakat terhadap wakalah wali sedangkan peneliti saat ini 
meninjau tentang pemahaman dan praktik taukil wali dalam akad nikah dari 
hukum Islam dan 99% masyarakatnya menyerahkan perwalian dalam akad 
nikah.. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di atas, sudah ada 
yang membahas tentang masalah taukil wali nikah dalam akad nikah. Pada 
penelitian pertama berfokus pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim 
karena wali ta‟adzur, pada penelitian kedua dan ketiga berfokus pada 
pandangan masyarakat tentang taukil wali nikah dalam akad nikah, dan sama-
sama ditinjau dari hukum Islam namun peneliti kedua juga meninjau dari 
hukum positif, ketiga penelitian tersebut di daerah yang berbeda. Maka dari 
itu penulis semakin tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut 
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namun di daerah yang berbeda serta menjelaskan lebih detail praktik taukil 
wali dalam akad nikah dan dituangkan dalam bentuk skripsi. 
G. Metode Penelitian 
Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mnegetahui sesuatu yang 
mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu 
pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam 
penelitian.
18
 
Dalam upaya mendapatkan data  yang akurat, lengkap dan objektif 
untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian. 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (case study) yang 
menekankan pada data lapangan. Maka dalam penelitian ini penulis 
menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 
dilakukan secara langsung, tentang praktik taukil wali nikah dalam akad 
nikah di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
2. Sumber Data 
Karena jenis penelitian langsung, maka metode pengambilan data 
yang akan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 
penulisan ini penulis menggunakan metode wawancara dan observasi.
19
 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis 
menggunakan teknik induktif. 
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 Nanang Martono, Metodologi Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci, (Jakarta: 
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a. Data primer yaitu bahan yang diperoleh langsung di lapangan yaitu 
dengan melakukan wawancara dengan responden atau tanya-jawab 
secara langsung kepada masyarakat dan beberapa tokoh masyarakat 
seperti tokoh agama atau penguasa yang disegani, serta pegawai 
Kantor Urusan Agama setempat. Dan observasi secara langsung di 
Kantor Urusan Agama setempat. 
b. Data sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang 
Perkawinan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, serta 
fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih Desa Kunti 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagai lokasi yang dijadikan 
tempat penelitian, karena di Desa tersebut sebagian besar bahkan 99% 
masyarakatnya menyerahkan perwalian dalam pernikahan kepada orang 
lain dengan berbagai alasan.
20
 Adapun waku penelitian pada tahun 2016-
2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut: 
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 Jasmin, Mudin, Wawancara Pribadi, 16 Februari, jam 11.00-11.30 WIB. 
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a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan 
mengajukan pertanyaan langsung atau menyelidik kepada informan, 
yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. 
Adapun informan yang diwawancarai yaitu Kepala KUA setempat, 
Kepala Desa, tokoh mayarakat seperti kyai dan mudin desa, dan 
masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. 
Adapun teknik yang digunakan adalah berupa daftar pertanyaan yang 
berkaitan tentang taukil wali nikah, bagaimana pemahaman dan 
penyebab banyak masyarakat melakukan praktik taukil wali nikah 
dalam akad nikah.  
Metode yang digunakan untuk mengambil sampel adalah 
snowball. Adapun teknik wawancara dilakukan dari satu informan 
kemudian dikembangkan kepada informan berikutnya, dari informan 
pertama akan diperoleh data, informasi yang berkaitan dengan taukil 
wali nikah dalam akad nikah, sekaligus akan ditanyakan rekomendasi 
informan selanjutnya yang mempunyai informasi. 
Dalam pelakasanaannya teknik snowball dilakukan dengan cara 
alami, mengalir tidak dengan struktur ketat. Namun, pertanyaan yang 
diajukan berdasarkan landasan teori, chek list, berupa daftar 
pertanyaan yang telah disusun untuk menjadi pegangan peneliti. 
Sehingga, peneliti yang melakukan penggalian data tidak terkesan 
mendikte dengan pertanyaan yang kaku dan teoritis. Dan informan 
16 
 
 
menjawab pertanyaan dengan tenang tanpa ada rasa sedang diteliti. 
Dengan prinsip ini, penelitian akan berjalan dengan alamidan data 
yang diperoleh juga tetap valid. 
Adapun dalam menentukan ukuran sampel yang diambil 
menggunakan rumus Roscoe (1975) yaitu jika sampel dipecah ke 
dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya maka 
ukuran sampel minimal 30 perkategori adalah tepat.
21
 
b. Observasi 
Observasi merupakan pendekatan penelitian menggunakan 
pendekatan secara langsung. Pendekatan ini memaksimalkan 
penggunaan indra peneliti, baik penglihatan maupun pendengaran. 
Dengan pendekatan ini akan diperoleh data observasi empirik yang 
akan dikaitkan dengan teori dan fenomena yang berhasil ditangkap 
peneliti. 
Dengan demikian observasi merupakan pendekatan langsung 
terhadap parktik taukil wali nika dalam akad nikah di Desa Kunti 
Kecamatan Andong Kabupaen Boyolali. Pengamatan ini dilakukan 
untuk memperoleh data yang lebih detail tentang proses atau tata cara 
taukil wali dalam pernikahan. Dari observasi ini, peneliti akan 
menjabarkan data berupa empirik yang lihat oleh peneliti ketika 
melaksanakan pengamatan.  
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 https://teorionlinejurnal.wordpress.com/2012/08/20/menentukan-ukuran-
sampel-menurut-para-ahli/ 
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5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data kualitatif ini menggunakan, deskriptif analitis. 
Peneliti akan memepelajari pernyataan yang disampaikan oleh informan 
baik secara tertulis maupun lisan kemudian peneliti menganalisa data 
tersebut. Penelitian deskriptif analitis mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan taukil wali nikah dalam akad nikah. Kemudian dianalisis 
menggunakn teknik induktif. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan maka dalam penulisan ini terdiri dari 
lima bab, setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling 
melengkapi. Untuk itu di susun secara sistematis sedemikian rupa sehingga 
dapat tergambar ke arah mana dan tujuan dari penulisan ini. 
BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar 
belakang yang memuat ide awal penulisan ini, kemudian rumusan masalah 
dari latar belakang, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian yang 
membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, kemudian kerangka teori, 
selanjutnya tinjauan pustaka yang digunakan sebagai tolak ukur penguasaan 
literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan dalam penelitian, 
kemudian metode penlitian. Dalam bab pertama ini di akhiri dengan 
sistematika penulisan agar memudahkan penelitian ini untuk dipahami. 
BAB II : Landasan Teori. Menjelaskan yang berkaitan dengan akad 
nikah, wali dan taukil wali nikah dalam akad nikah. 
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BAB III : Gambaran Umum tentang Desa Kunti Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali, pemahaman serta faktor penyebab praktik taukil wali 
nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali. 
BAB VI : Analisis Data. Hasil dari data wawancara tentang pemaham 
dan penyebab masyarakat di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali banyak 
melakukan praktik taukil wali nikah dalam akad nikah di analisis dan ditinjau 
dari hukum Islam. 
BAB V : Penutup. Berisi kesimpulan, kritik dan saran 
19 
 
BAB II 
PERNIKAHAN DALAM ISLAM 
A. Pernikahan 
1. Pengertian Nikah 
Nikah menurut bahasa disebut juga zawaj yaitu artinya pernikahan 
atau perkawinan.
22
 Nikah artinya mengumpulkan, atau sebuah 
pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus. 
Nikah menurut syara‟ adalah sebuah akad yang mengandung 
pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan 
intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan 
tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesususan, dan 
keluarga. 
Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang 
berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk 
bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang 
perempuan bersenang-senang dengan lelaki. 
Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah 
akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara 
sengaja.
23
 
Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan 
dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
                                                          
22
 Al-Ma‟ani, kamus Arab-Indonesia, apk. 
23
 Wahbah Az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011) 
hlm. 39 
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membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masysrakat 
yang sejahtera. 
Ahli fikih berkata, zawwaj adalah akad yang secara keseluruhan di 
dalamnya mengandung kata, inkah atau tazwij.
24
 
Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat 
atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.” Dan pernikahan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah. 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab  Pasal 1 disebutkan 
bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.25 
Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara 
keseluruhan aspek di dalamnya merupakan suatu yang sakral. Dan tujuan 
sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, 
dan rahmah. 
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 Sohari Sahrani dan Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah  Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), hlm. 8. 
25
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pdf. 
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2. Dasar Hukum Nikah 
Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan 
antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis 
antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat 
perkawinan tersebut. 
Perkawinan merupakan sunnatullah, perkawinan dilakukan oleh 
manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karena segala sesuatu di 
dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam firman 
Allah QS Al-Dzariat (51) ayat 49 : 
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك ْنِمَو 
 Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 
kamu mengingat akan kebesaran Allah. 
 
Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah 
mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang 
lima) menurut perubahan keadaan: 
a. Nikah wajib: Nikah yang diwajibkan bagi ornag yang telah mampu 
yang akan menambah takwa kepada Allah (untuk menjaga jiwa dan 
menyelamatkannya dari perbuatan haram). 
b. Nikah Haram: Nikah yang diharamkan bagi orang yang mempunyai 
niat buruk dalam masa pernikahan tersebut, seperti berniat menyakiti 
atau menyiksa istrinya. 
c. Nikah Sunah: Nikah yang disunahkan bagi orang-orang yang sudah 
mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan 
22 
 
 
haram, namun dalam hal seperti ini lebih baik menikah karena 
membujang tidak diajarkan dalam Islam. 
d. Nikah Mubah: Pernikahan bagi orang yang tidak berhalangan untuk 
menikah dan dorongan untuk nikah belum membahyakan dirinya, 
maka ia belum wajib dan tidak haram bila tidak menikah. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan 
menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan 
mubah tergantung dengan keadaan mashlahat atau mafsadat nya.
26
 
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 
Ulama fikih mengatakan, bahwa rukun hakiki nikah adalah 
kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Karena kerelaan 
tidak dapat diketahui dan tersembunyi dalam hati, maka harus dinyatakan 
melalui ijab dan kabul.  
Ijab dan kabul adalah merupakan pernyataan yang menyatukan 
keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri masing-masing 
dalam suatu perkawinan.
27
 Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak 
perempuan) dan kabul (penyataan penerimaan dari pihak laki-laki).
28
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 Sohari Sahrani dan Tihami, Fikih munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), hlm. 8-11. 
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 Ibid, hlm 89. 
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 Sohari Sahrani dan Tihami, Fikih munakahat : Kajian Fikih Nikah  Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), hlm 7.  
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Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. 
Mahmud Yunus mengatakan bahwa rukun nikah merupakan bagian dari 
segala hal yang terdapa dalam perkawinan yang wajib dipenuhi.
29
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB IV tentang RUKUN 
DAN SYARAT PERKAWINAN Pasal 14 yaitu: 
Untuk melaksanakan perkwaninan harus ada: 
a. Calon suami 
b. Calon isteri 
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi 
e. Ijab dan Kabul30 
Sayyid Sabiq menyatakan bahwa rukun yang paling pokok dalam 
perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan peretujuan mereka 
untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha bersifat 
kejiwaan yang tidak dapat dilihat maka harus dilambangkan secara tegas 
dengan menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami-istri, yaitu 
dengan cara mengadakan akad ijab dan kabul.
31
 
Kelima rukun nikah tersebut, masing-masing memiliki syarat, 
yaitu: 
a. Syarat calon mempelai pria 
1) Beragama Islam 
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 Ibid, hlm 107. 
30
 Kompilasi Hukum Islam, pdf.  
31
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih...., hlm 204. 
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2) Laki-laki 
3) Baligh 
4) Berakal 
5) Jelas orangnya 
6) Dapat memberikan persetujuan 
7) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti: tidak dalam keadaan 
ihram dan umrah. 
b. Syarat calon mempelai wanita 
1) Beragama Islam 
2) Perempuan 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat dimintai persetujuannya 
5) Tidak terdapat halangan perkawinannya, seperti: wanita-wanita 
yang haram dinikahi. 
c. Syarat wali nikah 
1) Laki-laki 
2) Dewasa 
3) Mempunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya 
d. Syarat saksi nikah 
1) Minimal dua orang laki-laki 
2) Hadir dalam ijab dan kabul 
3) Dapat memahami maksud akad 
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4) Beragama Islam 
5) Dewasa  
e. Syarat ijab-kabul 
1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali. 
2) Ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami.  
3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij”, atau terjemahannya seperti 
“kawin”. 
4) Antara ijab dan kabul, bersambungan tidak boleh putus. 
5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya. 
6) Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam 
keadaan haji dan umrah. 
7) Majlis ijab dan kabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang 
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon 
mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.
32
 
Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun 
dan syarat. Maka dari itu syarat dalam perkawinan ialah syarat yang 
bertalian dengan rukun-rukun pernikahan. 
B. Wali Nikah 
1. Pengertian Wali Nikah 
Wali menurut bahasa artinya pimpinan, pelindung, penolong atau 
penguasa.33 
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Prenada Media Group, 2006), hlm 55-58. 
33
 Al-Ma‟ani, kamus Arab-Indonesia, apk 
26 
 
 
Wali memiliki banyak arti, di antaranya: 
a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa; 
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); 
c. Orang shaleh (suci), penyebar agama; 
d. Kepala pemerintah dan sebagainya34 
e. Hak syar‟i yang memerintahkan pihak lain dengan sifat memaksa. 
Wali ada dua macam, yaitu wali umum dan wali khusus. Wali 
khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta, dan yang 
kita bahas disini adalah wali yang berkenaan dengan manusia, yaitu 
perwalian dalam pernikahan.
35
 
Wali dalam pernikahan yaitu pengasuh pengantin perempuan 
pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin 
laki-laki. 
Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas dimulai dari orang yang 
paling berhak, yaitu mereka yang lebih akrab dan lebih kuat hubungan 
darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi‟i 
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 Sohari Sahrani dan Tihami, Fikih munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), hlm 89. 
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 An bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq, (Jakarta 
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mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah 
bukan garis ibu.
36
 
Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia 
tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah 
kepada orang lain. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu 
rukun dan syarat sah dari pernikahan, yang apabila tidak di laksanakan 
maka tidak sah. 
Adapun yang di maksud dengan wali mujbir adalah wali yang 
berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan 
tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku 
juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak 
yang berada di bawah perwaliannya. Dan dimaksud dengan Ijbar 
(mujbir) adalah hak seorang (ayah, ke atas yaitu kakek) untuk 
menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan, namun 
dengan syarat-syarat tertentu: 
a. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang ia 
sendiri, menjadi walinya (calon pengantin wanita) 
b. Calon suami sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi 
c. Calon suami sanggup membayar mahar pada saa dilangsungkan akad 
nikah. 
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 Sohari Sahrani dan Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah  Lengkap, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 89-90. 
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Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar gugur. 
Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok 
diartikan pengarahan. 
Adapun yang dimaksud dengan wali „adlal adalah wali yang tidak 
mau menikahkan wanita yang sudah baligh  yang akan menikah dengan 
seorang pria yang kufu‟, dalam hal ini maka perwaliannya langsung 
berpindah kepada wali hakim.
37
 
Perwalian beralih kepada wali hakim dalam dua kondisi: 
a. Ketika para wali berselisih 
b. Ketika wali tidak ada (dalam arti mati, atau tidak hadir dalam acara 
akad nikah yang tidak diketahui keberadaannya).38 
2. Dasar Hukum Wali Nikah 
Keberadaan wali adalah syarat sahnya perkawinan, sebagaimana 
keberadaan saksi. Karena pengakuan tentang pernikahan seorang wanita 
yang di bawah perwaliannya bisa diterima dengan hadirnya dua saksi 
yang adil, meski tidak sesuai dengan kemauan si wanita yang sudah 
baligh dan berakal. 
Sebagaimana dalam firman Allah yang menegaskan tentang 
pentingnya wali dalam pernikahan, QS. Al-Baqarah 2/232 : 
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 Sohari Sahrani dan Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009), hlm. 101-103. 
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 An bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq, (Jakarta 
Timur: Ummul Qura, 2013), hlm. 490. 
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..... ْمُه َن ْ ي َب اْوَضاَر َت اَذِإ َّنُهَجاَوَْزأ َنْحِكْن َي ْنَأ َّنُىوُلُضْع َت لاَف
 ِفوُرْعَمْلِاب..... 
 
Artinya: “Maka janganlah kalian halangi mereka menikah (lagi) dengan 
calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan  di antara merekan 
dengan cara yang baik.” 
 
Dan QS An-Nur 24/32: 
 َءاَرَق ُف اُونوُكَي ْنِإ ْمُكِئاَمِإَو ْمُِكداَبِع ْنِم َيِِْلْا َّصلاَو ْمُكْنِم ىَمَايلْا اوُحِكَْنأَو
 ٌميِلَع ٌعِساَو ُوَّللاَو ِوِلْضَف ْنِم ُوَّللا ُمِهِنْغ ُي 
 
Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
39
 
 
Dan begitu juga dipertegas lagi dalam sabda Nabi saw : 
 َلَاق : َلَاق اَمُه ْ نَع َلَاَع َت ُوَّللا َيِضَر ِوِيَبأ ْنَع ىَسوُم بَِأ ِنْب َةَدْر ُب بَِأ ْنَعَو
 ، ُدَْحَْأ ُهاَوَر } ٍّلَِوِب َّلَإ َحاَكِن َلَ { : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر
 ، ِِّنِيِدَمْلا ُنْبا ُوَح َّحَصَو ، ُةَع َبْرَْلْاَو. َناَّبِح ُنْباَو ، ُّيِذِمْر ِّ تلاَو 
 
Artinya:“Dan dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya ra ia 
berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada menikah melainkan 
dengan adanya wali. Di riwatkan oleh Ahmad, Imam Empat, dan di 
Shohihksn Ibnu Al-Madini, dan Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. 
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 ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلَاق : َلَاق ُوْنَع َلَاَع َت ُوَّللا َيِضَر َةَر ْيَرُى بَِأ ْنَعَو
 ُهاَوَر } اَهَسْف َن َُةأْرَمْلا ُجِّوَز ُت َلََو ، ََةأْرَمْلا َُةأْرَمْلا ُجِّوَز ُت َلَ { : َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 َو ، ْوَجاَم ُنْبا. ِّنِْطُقَرا َّدلا 
 
Artinya:“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: 
“Janganlah wanita menikahkan wanita dan janganlah wanita 
menikahkan dirinya sendiri”. HR. Ibnu Majah dan Daruquthni.40 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV bagian ketiga pasal 19 
tentang wali nikah, disebutkan bahwa : “wali nikah dalam pekawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkanya.”41 
Maka dari itu pernikahan wanita baik yang sudah baligh atau masih 
anak-anak, harus ada seorang wali yang menyertai pada saat pernikahan 
tersebut. Karena disyaratkan adanya seorang wali adalah bahwasannya 
tidak layak seorang wanita melakukan pernikahan secara langsung 
menuru adat istiadat, dan karena wanita diharuskan memiliki rasa malu. 
3. Macam-macam Wali 
Wali nikah dalam perkwinan merupakan rukun yang harus di 
penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya.Wali nikah ada empat macam, yaitu:  
a. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 
wanita yang akan melangsungkan pernikahan. 
b. Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, dan orang yang 
berhak menjadi wali hakim adalah: Pemerintah, khalifah (pemimpin), 
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penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara 
untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 
c. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau 
calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) dengan 
kalimat. “saya angkat bapak/ saudara untuk menikahkan saya dengan 
si .... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/ saudara saya 
terima dengan senang. Begitupun setelah itu calon istri mengucapkan  
hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab. “ saya terima 
tahkim ini.” 
d. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya 
majikannya sendiri. Diperbolehkan laki-laki menikahkan perempuan 
yang berada dalam perwaliannya jika perempuan itu rela 
menerimanya.
42
 
4. Urutan Priorias yang Berhak menjadi Wali Nikah 
Para fuqaha telah bersepakat bahwa syarat sah pernikahan adalah 
dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia 
lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana dalam 
PMA no 11 Tahun 2007: 
Pasal 18: 
a. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. 
b. Syarat wali nasab adalah: 
1) Laki-laki; 
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2) Beragama Islam: 
3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 
4) Berakal; 
5) Merdeka; dan 
6) Dapat berlaku adil. 
c. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan 
kepada PPN, Pembantu PPN atau orang lain yang dapat memenuhi 
syarat. 
d. Kepala KUA ditunjuk sebagai wali hakim apabila calon isteri tidak 
mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, 
berhalangan atau adhal. 
e. Adhalnya wali sebagaimana yang disebut pada ayat (4) ditetapkan 
dengan keputusan pengadilan.
43
 
Sebagaimana dalam PMA 19 Tahun 2018 pasal 11 dan pasal 12 
disebutkan: 
a. Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim. 
b. Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 
1) Laki-laki; 
2) Beragama Islam; 
3) Baligh; 
4) Berakal; dan 
5) Adil. 
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c. Wali nasab yang dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: 
1) Bapak kandung; 
2) Kakek (bapak dari bapak); 
3) Bapak dari kakek (buyut); 
4) Saudara laki-laki sebapak seibu; 
5) Saudara laki-laki sebapak; 
6) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu; 
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; 
8) Paman (saudara laki-laki bapak sebapak-seibu); 
9) Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); 
10) Anak paman sebapak seibu; 
11) Anak paman sebapak; 
12) Cucu paman sebapak seibu; 
13) Cucu paman sebapak; 
14) Paman bapak sebapak seibu; 
15) Paman bapak sebapak; 
16) Anak paman bapak sebapak seibu; 
17) Anak paman sebapak; 
18) Saudara laki-laki kandung kakek; 
19) Saudara laki-laki sebapak kakek; 
20) Anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan 
21) Anak laki-laki sebapak kakek. 
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d. Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada 
Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang 
memenuhi syarat. 
e. Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat 
taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh (2) dua 
orang saksi  dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat 
tinggal wali. 
Pasal 12: 
1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim. 
2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijaba oleh 
Kepala KUA Kecamatan. 
3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak 
sebagai wali apabila: 
a) Wali nasab tidak ada; 
b) Walinya adhal; 
c) Walinya tidak diketahui keberadaannya; 
d) Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; 
atau 
e) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam. 
4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syari‟ah. 
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5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon 
pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat. 
6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan 
dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.
44
 
Demikian adalah urutan wali dalam pernikahan, apabila semua 
wali dari pihak wali nasab tidak ada atau udzur sebagaiamana disebutkan 
diatas, maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. 
C. Taukil Wali Nikah 
1. Pengertian Taukil Wali Nikah 
Taukil menurut bahasa artinya menjadi wakil, perwakilan, 
pemberian mandat/kuasa, pendelegasian.
45 Makna kata taukil pun juga 
sama dengan wakalah/ wikalah, manaabah yang dalam bahasa artinya : 
wakil, perwakilan atau menjadi wakil, menjaga dan menyerahkan.46 
Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut: 
Taukil atau wakalah adalah penyerahan perkara oleh seseorang 
terhadap orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dapat 
diganti untuk dikerjakan semasa dia masih hidup.47 
                                                          
44
 PMA No 19 Tahun 2018, pdf. 
45
 Al-Ma‟ani, kamus Arab-Indonesia, apk. 
46
 Al-ma‟ani, kamus Arab-Indonesia, apk. 
47
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i (Buku 2), (Jakarta Timur: Al-Mahira, 2010), hlm 
205. 
36 
 
 
Taukil atau wakalah adalah perwakilan dalam perkara-perkara 
yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-
perkara yang boleh diwakilkan.
48
 
Taukil atau wakalah adalah seseorang menyerahkan urusannya 
kepada orang lain untuk menangani hal-hal yang dapat diwakilkan 
pelaksanaannya untuk dikerjakan oleh wakil selama pemberi wakalah 
masih hidup.
49
 
Perwakilan adalah salah satu jenis perwalian, akibat berlakunya 
tindakan wakil sebagaimana berlakunya tindakan wali terhadap orang 
yang dia walikan.
50
 
Perwakilan adalah akad yang boleh dari kedua belah pihak karena 
merupakan akad irfaq. Termasuk kesempurnaannya, bolehnya akad dari 
kedua belah pihak dan karena orang yang mewakilkan kadang 
memandang ada maslahat pada pemberhentiannya, karena orang lain lebih 
terampil daripada dirinya, memiliki bakat beniaga, atau sebagai wakil ia 
tidak membeli apa yang telah diwakilkan kepadanya.
51
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Sayyid Sabiq mengatakan bahwa taukil atau wakalah adalah 
permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam 
sesuatu yang bisa diwakilkan.
52
 
Ulama Madzhab Hanafi mengatakan, Wakalah adalah tindakan 
seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan 
tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan 
tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang 
menjadi wakil. 
Sedangkan menurut para Ulama Madzhab Syafi‟i, Wakaalah 
adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan 
sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil 
tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.
53
 
Adapun pengertian taukil atau wakalah para fuqaha adalah 
pelimpahan suatu (kuasa) yang dapat dilakukan sendiri, dan dapat 
diwakilkan, kepada orang lain untuk dilaksanakan ketika yang 
bersangkutan masih hidup dengan shighat tertentu.
54
 
Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan, 
bahwa taukil atau wakalah adalah pelimpahan kuasa yang dilakukan oleh 
seseorang kepada orang lain yang sebenarnya dapat ia kerjakan sendiri 
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(yang bersangkutan masih hidup) dalam perkara-perkara yang bisa 
diwakilkan. Namun dalam pelimpahan tersebut juga terdapat rukun dan 
syaratnya. 
2. Dasar Hukum Taukil Wali Nikah 
Ulama memandang hukum dasarnya adalah dibolehkan, mereka 
mengatakan, “Perwakilan dalam segala sesuatu adalah boleh kecuali pada 
sesuatu yang telah disepakati bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara 
ibadah.”55 
Adapun perkara-perkara yang dapat diwakilkan adalah jual beli, 
hibah, salam, gadai, pernikahan dsb. Sedangkan perbuatan yang tidak 
bisa diwakilkan kepada orang lain adalah segala sesuatu yang berkaitan 
dengan ibadah badan, seperti shalat, puasa, thaharah dari hadast karena 
semua itu  berkaitan dengan badan orang yang harus melakukannya.
56
 
Dalam hal ini dikecualikan haji dan umrah, yang boleh diwakilkan 
karena cara mengerjakannya tidak tetap di satu tempat, tetapi berpindah 
dari satu tempat ke tempat yang lain, oleh sebab itu, untuk 
melaksanakannya diperlukan badan yang sehat dan kuat.
57
 
Taukil (perwakilan) sah diberikan kepada seorang laki-laki yang 
berakal, baligh, dan merdeka; karena dia dianggap sempurna dalam 
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keahliannya (kelayakan seseorang menjadi wakil orang lain dalam suatu 
urusan muamalah (termasuk pernikahan). seperti kelayakan „Amr bin 
Umayyah mewakili Nabi ketika menikah dengan Ummu Habibah di 
hadapan Raja Najasyi), siapa saja yang sempurna keahliannya dia 
memiliki hak menikahkan satu orang dengan orang lain, siapa saja yang 
kondisinya seperti itu boleh dijadikan wakil oleh yang lainnya.
58
 
Seseorang dapat dibenarkan melaksanakan sebuah tindakan dengan 
dilandasi kepemilikan atau kekuasaan, perwakilan yang dia lakukan 
hukumnya sah.
59
 Dan itu artinya taukil atau wakalah hukumnya boleh. 
Hal ini diberlakukan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-
Kahfi/18:19  
.....  ةَنيِدَمْلا َلَِإ ِهِذَى ْمُكِِقرَوِب ْمَُكدَحَأ اُوثَع ْبَاف .... 
Artinya :“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke 
kota dengan membawa uang perakmu ini.”60 
 
 Dan disyari‟atkan taukil juga dapat dipahami berdasarkan firman 
Allah dalam QS. An-Nisa/4:35 
.... َوِلَْىأ ْنِم اًمَكَحَو ِوِلَْىأ ْنِم اًمَكَح اوُثَع ْبَاف..... 
Artinya:“Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan 
seorang juru damai dari keluarga perempuan.”61 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 membolehkan wali nikah 
mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Untuk melaksanakan 
pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, 
Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
62
 
Adapun para fuqaha telah sepakat tentang kebolehan taukil wali, 
disamping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya karena terkadang 
orang tidak dapat melaksanakan keperluannya.
63
 
3. Rukun dan Syarat Taukil Wali Nikah 
Seperti halnya perwalian dalam pernikahan, taukil atau wakalah 
pun juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
a. Muwakkil (pemberi kuasa) adalah orang yang minta bantuan kepada 
orang lain untuk menggantikannya dalam melakukan apa yang 
dikuasakan. Adapun syaratnya adalah orang tersebut diperbolehkan 
melakukan sendiri apa yang dikuasakan itu, baik sebagai pemilik atau 
sebagai pemegang hak. 
b. Wakil (pihak yang dikuasakan) adalah pihak yang mendapat kuasa 
dalam melakukan suatu pekerjaan yang dikuasakan sebagai pengganti 
dengan izin dari pemberi kuasa. Adapun syaratnya adalah bahwa 
wakil itu sah melakukan apa diwakilkan kepadanya, tak ubahnya 
seperti orang yang berwakil. 
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c. Shighat (pernyataan) yaitu pernyataan memberi kuasa (ijab) dan 
pernyataan menerima kuasa (qabul). Adapun syaratnya ada dua: 
1) Pernyataan dari pemberi kuasa harus menunjukkan persetujuannya 
terhadap pelimpahan kuasa, 
2) Pernyataan itu tidak diikat dengan syarat apa pun. 
Adapun isi shighat tersebut seperti: “Aku wakilkan ini ..... kepada 
engkau, atau kepada si...”dan tidak disyaratkan kabul dari yang 
menerima wakil, tetapi disyaratkan agar ia tidak menolak. 
d. Muwakkal fihi (apa yang dikuasakan) yaitu tindakan yang dikuasakan 
oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Adapun syaratnya adalah 
sebagai berikut: 
1) Hak bertindak merupakan hak yang sudah tetap bagi pemberi 
kuasa pada saat pelimpahan kuasa, 
2) Mengetahui apa yang dikuasakan, 
3) Merupakan sesuatu yang dapat dikuasakan.64 
Adapun seorang wali hanya boleh mewakilkan perwalian kepada 
orang yang boleh menjadi wakil, yakni yang memenuhi syarat sebagai 
wali, seperti Islam, laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak sedang ihram, 
adil.
65
 
 
 
                                                          
64
 Mushthafa Al-Bugha dkk, Fikih Manhaji, Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi‟i, Jilid 2, 
(Yogyakarta: Darul Uswah, 2012),  hlm. 432-435. 
65
 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi‟i 2, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm 465. 
42 
 
 
4. Tata Cara Taukil Wali Nikah 
Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para 
fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat 
perwakilan dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil 
mendatangkan saksi bagi akad perwakilan, untuk tindakan kewaspadaan 
akibat rasa khawatir terhadap pengingkaran manakala terjadi sengketa.
66
 
Adapun akad wakalah atau taukil (perwakilan) adalah akad yang 
mewajibkan adanya ijab kabul (serah terima) seperti akad-akad yang 
lain.
67
 
Adapun tatacara dalam taukil adalah harus sudah terpenuhi rukun 
dan syaratnya, yaitu adanya muwakkil (pemberi kuasa), wakil (penerima 
kuasa), shigat (pernyataan) dan muwakkil fiih (apa yang dikuasakan). 
Muwakkil (pemberi kuasa) berakad dengan wakil (penerima kuasa) 
mengucapkan sighat (penyataan) akan penyerahan kekuasaannya 
(muwakkil fiih) seperti “Aku wakilkan ini ..... kepada engkau, atau kepada 
si...”dan dalam akad taukil wali nikah biasanya ada kabul dari wakil 
(penerima kuasa). 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran umum Kabupaten Boyolali 
Boyolali punya julukan, New Zeland Van Java atau Selandia Baru 
dari Jawa. Keduanya sama-sama menjadi produsen susu. Jika New 
Zealand dikenal sebagai negara produsen susu dan daging sapi, begitupula 
dengan Boyolali yang merupakan daerah produsen susu terbesar di Pulau 
Jawa. Bukan hanya sebagai daerah produsen susu, Boyolali juga menjadi 
salah satu pemasok daging sapi lokal di Jawa. Di Kecamatan Ampel 
banyak ditemui pemotongan hewan serta pusat produsen berbagai macam 
abon sapi. Julukan New Zealand Van Java karena menjadi daerah 
penghasil susu, menjadikan Boyolali juga disebut sebagai Kota Susu. 
Boyolali juga memiliki identitas berupa fauna yaitu sapi lokal dan flora 
yang disebut Mawar Pager.  
Letak geografis Kabupaten Bayolali sangat strategis. Terletak di 
110o22‟–110o50‟ Bujur Timur dan 7o36‟–7o71‟ Lintang Selatan.  
Kabupaten Boyolali berbatasan dengan Kabupaten lain di Provinsi 
Jawa Tengah, yaitu: 
a. Sebelah utara  : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang 
b. Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan       
Kabupaten Sukoharjo 
c. Sebelah selatan : Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
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d. Sebelah barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. 
Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang 
terdiri tanah sawah 22.830,83 Ha dan tanah kering 78.679,37 Ha. Secara 
topograffi wilayah Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dataran rendah 
dengan perbukitan dan pegunungan, berada pada ketinggian rata-rata 700 
meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada pada 1.500 meter yaitu 
di Kecamatan Selo dan terendah pada 75 meter di Kecamatan Banyudono.  
Kabupaten Boyolali terdiri atas 19 kecamatan dan 267 
desa/kelurahan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa 
Tengah. Kecamatan di Boyolali terdiri: Kecamatan Ampel, Andong, 
Banyudono, Boyolali, Cepogo, Juwangi, Karanggede, Kemusu, Klego, 
Mojosongo, Musuk, Ngemplak, Nogosari, Sambi, Sawit, Selo, Simo, 
Teras dan Kecamatan Wonosegoro.
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2. Gambaran umum Kecamatan Andong 
Kecamatan Andong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 
Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Andong terletak di jalan 
antara Klego dan Salam/Gemolong. Jarak dengan ibu kota Kabupaten 
Boyolali ± 40 Km. Terletak pada ketinggian ± 300 mdpl. 
Kecamatan Andong berbatasan beberapa dengan kecamatan lain, 
yaitu: 
a. Utara: Kecamatan Kemusu, Boyolali 
b. Selatan:Kecamatan Nogosari, Boyolali dan Kecamatan Simo, Boyolali 
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 http://www.boyolali.go.id/detail/2842/geografis. 
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c. Timur: Kecamatan Miri, Sragen 
d. Barat: Kecamatan Klego, Boyolali 
Adapun Desa/kelurahan di Kecamatan Andong terdiri dari 16 
Desa, yaitu :  
a. Andong  
b. Beji 
c. GondangRawe 
d. Kacangan 
e. Kadipaten 
f. Kedungdowo 
g. Kunti 
h. Mojo 
i. Munggur 
j. Pakang 
k. Pakel 
l. Pelemrejo 
m. Pranggong 
n. Semawung 
o. Sempu 
p. Senggrong 
Dari sekian banyak Kelurahan di Kecamatan Andong, adapun yang 
menjadi objek penelitian adalah masyarakat Kelurahan/Desa Kunti.
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Andong,_Boyolali. 
46 
 
 
3. Gambaran umum Desa Kunti 
a. Sejarah Desa Kunti 
Desa Kunti berdasarkan penuturan sesepuh desa diambil dari 
kisah pewayangan. Alasan pengambilan nama tersebut karena Dewi 
Kunti mencari pertapaan di Dukuh Malangan. Kata Malangan apabila 
diukur dari kelayakan untuk sebuah pertapaan dianggap kurang cocok 
dan Dewi Kunti akhirnya mengadakan perjalanan ke utara. Dewi Kunti 
setelah melakukan perjalanan ke utara menemukan sebuah tempat  
untuk singgah sementara untuk sebuah padepokan. Dalam 
pertapaannya Dewi Kunti menemukan sebuah tempat yang terbagi 
dalam delapan dukuh. Dukuh tersebut antara lain Dukuh Malangan, 
Dukuh Kunti Kidul, Dukuh Kunti Lor, Dukuh Cangap, Dukuh Balong, 
Dukuh Dukuh. 
Pasar Kunti yang saat ini menjadi salah satu pusat 
perekonomian warga Desa Kunti, Pasar Kunti berdampingan dengan 
sendang yang mengandung nilai mistis karena sendang tersebut 
dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat setempat setiap hari 
Jumat Legi pagi kerap dikunjungi masyarakat baik dalam maupun luar 
Desa Kunti. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Kunti selain 
berbelanja juga meyakini ada berkah yang terkandung dalam acara 
“tukon pasar”.  Masyarakat Desa Kunti hingga saat ini setiap setahun 
sekali dipotongkan kerbau agar Desa Kunti aman lancar tenteram. 
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b. Luas dan Batas Desa Kunti 
Desa Kunti merupakan salah satu dari 16 Desa yang berada di 
Desa Andong. Desa Kunti memiliki jarak 4,5 kilometer dari pusat 
kecamatan yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit. 
Jarak Desa Kunti dari ibukota Kabupaten Boyolali berjarak 45 
kilometer yang dapat ditempuh dengan sepeda motor dengan waktu 
tempuh 90 menit. Desa Kunti memiliki jarak yang lumayan jauh dari 
Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Semarang dengan jarak 
tempuh 125 kilometer dan dapat ditempuh dengan dengan waktu 
tempuh 3,5 jam. 
Desa Kunti merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. 
Desa Kunti terletak di jalan antara Kacangan dan Kedungrejo. Adapun 
batas wilayah Kelurahan Kunti, yaitu : 
1) Utara  : Desa Pelemrejo 
2) Selatan : Desa Pranggong 
3) Timur  : Kecamatan Miri, Sragen 
4) Barat  : Desa Pakang/ semawung 
Secara geografis luas wilayah Kelurahan Kunti adalah 
2.021.910 Ha. Kondisi Topografi Desa Kunti tergolong datar dengan 
kemiringan 2-15% dan ketinggian 125 meter diatas permukaan laut, 
Desa Kunti dibagi menjadi lima kepala dusun dan delapan dukuh. 
Pembagian dusun di Desa Kunti sebagai berikut: 
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1) Kepala Dusun I           : Dukuh Malangan 
2) Kepala Dusun II         : Dukuh Kunti Kidul 
3) Kepala Dusun III        : Dukuh Kunti Lor, Dukuh Cangap 
4) Kepala Dusun IV        : Dukuh Balong dan Dukuh Dukuh 
5) Kepala Dusun V         : Dukuh Sawit dan Dukuh Banjarsari 
Adapun jumlah penduduk dan Kepala Keluarga (KK) menurut 
data monografi Kelurahan Kunti yang di ditetapkan pemerintah 
Kelurahan Kunti, yaitu:  
1) Jumlah Penduduk : 3.553 jiwa 
2) Laki-laki : 1.735 jiwa 
3) Perempuan : 1.818 jiwa  
c. Keadaan Sosial Keagamaan 
Desa Kunti yang mayoritas beragama Islam, Masjid dan 
Mushola merupakan bangunan wajib yang harus ada di desa, Masjid 
dan mushola selain buat tempat ibadah, juga sebagai salah satu tempat 
pengajaran tentang agama bagi masyarakat Desa Kunti  terutama 
pemuda dan putra putri Desa Kunti.Desa Kunti sendiri memiliki 6 
masjid/surau. 
d. Keadaan Pendidikan 
Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama 
oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. 
Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara 
langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, 
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seperti: Gedung, ruangan belajar/kelas, alat-alat atau media 
pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 
dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung 
menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman 
sekolah, jalan menuju ke sekolah. 
Dalam bentuk tabel berikut sarana pendidikan yang berada di 
Desa Kunti :70  
1) TK : 2 
2) SD Negeri :  2 
3) SMP Negeri : 1 
Bapak Tanggul (wakil lurah/carik) menyatakan bahwa: 
Dengan adanya dana BOS dari pemerintah menjadikan prasarana 
melancarkan jalannya pedidikan.”71 
e. Keadaan Sosial Ekonomi 
Desa Kunti memiliki karakteristik lingkungan berupa dataran 
rendah dengan lingkungan kering. Karakter lingkungan wilayah ini 
mempengaruhi jenis usaha pertanian tanaman pangan dengan 
pengembangan lingkungan khususnya tanaman palawija. Disamping 
itu Desa Kunti ternyata memiliki beberapa potensi, diantaranya: 
peternakan, industri mebel dan pertanian. 
                                                          
70 https://kunti.desa.id/profildesa-6-Sejarah.Desa.html 
71
 Tanggul, Wakil Lurah/Carik, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, jam 11.00-11.30 
WIB. 
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Bapak Tanggul (wakil lurah/carik) menyatakan bahwa 
masyarakat Desa Kunti sudah memiliki banyak perkembangan 
diantaranya dari sektor peternakan, mebel, ekonomi mikro (pedagang-
pedagang kecil), pertanian khususnya karena adanya alsintan (alat 
mesin pertanian) yaitu bantuan dari pemerintah kabupaten untuk 
membantu para petani dan beserta adanya sumur untuk pengairan.”72 
B. Pemahaman dan Praktik Taukil Wali Nikah Dalam Akad Nikah di Desa 
Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali 
Wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi sebagai 
syarat sahnya sebuah pernikahan, hal ini berdasarkan hukum Islam dan 
peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian realitas yang terjadi di 
masyarakat seorang wali tidak memanfaatkan haknya sepenuhnya. Realitas 
yang biasa dilakukan adalah seorang wali lebih memilih mewakilkan hak 
kewaliannya kepada orang lain yang dianggap mampu dalam menyelesaikan 
urusan tersebut.  
Berdasarkan data yang penulis dapat dari wawancara, secara umum 
pemahaman masyarakat di Desa Kunti tentang taukil wali nikah dalam akad 
nikah adalah jika wali tidak ada/ berhalangan tidak bisa hadir maka hak 
kewaliannya jatuh kepada wali nasab yang terdekat. Sedangkan  arti taukil 
wali nikah dalam akad nikah adalah mewakilkan hak kewalian dalam 
menikahkan anak perempuan kepada orang lain aau yang dipercaya sebagai 
wakil.. 
                                                          
72
 Tanggul, Wakil Lurah/Carik, Wawancara Pribadi, 18 Februari 2019, jam 11.00-11.30 
WIB. 
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 Namun dari hasil wawancara dan observasi lapangan ketika penulis 
menjelaskan makna taukil wali nikah adalah penyerahan hak kewalian wali 
nikah dalam pernikahan atau seorang wali nikah/ wali nasab (seorang bapak) 
meminta atau menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wali 
dalam akad nikah kepada naib/ orang yang dipercaya, barulah masyarakat 
memahami makna dari taukil wali nikah dalam pernikahan.  
Adapun tentang urutan perpindahan wali, mayoritas masyarakat di 
Desa Kunti mengetahui tentang urutan perpindahan wali jika bapak sebagai 
wali tidak bisa hadir atau berhalangan. Meski demikian untuk menggunakan 
hak kewalian dalam akad nikah tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh wali 
nikah. Masyarakat di Desa Kunti lebih memilih mewakilkan atau 
menyerahkan proses akad nikah kepada penghulu atau naib karena agar proses 
cepat, takut terjadi kesalahan dan mengikuti adat yang ada, walaupun sudah 
ada yang menikahkan lebih dari satu putri.  
Adapun hukum kebolehan dalam taukil wali nikah yang dipahami 
hanya sebatas boleh karena sudah menjadi kebiasaan dan karena menyerahkan 
kepada orang yang berilmu adalah lebih baik. Adapun dalam PMA no 11 
Tahun 2007 dikatakan bahwa: “Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab 
dapat mewakilakan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN, atau orang lain 
yang memenuhi syarat sebagai wali.”73 
Bapak Kepala KUA Kecamatan Andong menyatakan bahwa  taukil 
wali nikah atau wali nasab mewakilkan hak kewaliannya dalam menikahkan 
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 PMA No 11 Thn 2007, Tentang Pencatatan Nikah, pdf. 
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anak perempuannya kepada pihak PPN atau Penghulu merupakan hal yang 
biasa dilakukan oleh masyarakat termasuk masyarakat Desa Kunti ini. Bahkan 
hampir 99% mereka (wali nasab) lebih memilih untuk mewakilkan kepada 
PPN atau Penghulu. Dan karena wali nasab tersebut ketika diberikan haknya 
untuk menikahkan putrinya rata-rata menyatakan tidak bisa, tidak punya 
pengalaman menikahkan, dan takut terjadi kesalahan dalam menikahkan. 
Dikarenakan kebiasaan dalam masyarakat pada umumnya adalah 
(mewakilkan) dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka bukan kyai yang 
bisa menikahkan anaknya. Namun apabila wali mewakilkan hak perwaliannya 
kepada orang lain dan masih dalam majlis pernikahan, maka kedudukan wali 
akan berubah menjadi hadirin atau tamu saja, tidak bertindak sebagai saksi 
atau wali lagi.” 
Praktik taukil wali nikah dalam akad nikah mayoritas diterapkan oleh 
masyarakat Desa Kunti, bapak yang sebagai wali nasab memiliki hak menjadi 
wali untuk menikahkan anak perempuannya lebih memilih menyerahkan hak 
tersebut kepada PPN atau Penghulu. Hal senada pun dinyatakan oleh Bapak 
Jasmin bahwa 99% mayoritas  masyarakat Desa Kunti mewakilkan wali nikah 
kepada PPN atau Penghulu.”74 
Menurut bapak Jasmin praktik taukil wali nikah di Desa Kunti ini 
merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh wali nasab dalam 
menikahkan anak perempuannya, karena dari dulu sampai sekarang belum ada 
wali yang mau menggunakan haknya dalam menikahkan anaknya. 
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 Jasmin, Mudin, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2019, jam 11.00-11.30 WIB. 
53 
 
 
Adapun faktor penyebab taukil wali nikah di Desa Kunti adalah 
1. Karena ingin proses akad pernikahan supaya cepat selesai. 
2. Karena ragu-ragu. 
3. Karena takut bila salah mengucapkan shighat akad ijab. 
4. Karena mengikuti atau menyesuaikan apa yang sudah menjadi kebiasaan 
di masyarakat pada umumnya. 
5. Karena berpendapat bahwa orang yang di beri kewenangan tersebut lebih 
pandai dan paham ilmu. 
Orang tua (bapak) sebagai wali nasab yang memiliki kemampuan dan 
memenuhi syarat sebagai wali nikah selayaknya menikahkan anak 
perempuannya sendiri atau tidak mewakilkan atau menyerahkan hak 
kewaliannya kepada orang lain. Karena tidak menutup kemungkinan anak 
perempuannya akan bangga dan sangat senang jika bapaknya lah yang 
bertindak sebagai walinya. 
Taukil wali nikah dalam akad nikah di Desa Kunti sudah menjadi suatu 
hal yang biasa. Jabatan wali yang cukup penting, wali dari pihak perempuan 
atau wali nasab yang diutamakan tidak dimanfaatkan secara maksimal yaitu 
lebih sering adalah wali mewakilkan kepada yang lain, meskipun hal ini 
diperbolehkan. 
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BAB IV  
ANALISIS DATA 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TAUKIL WALI 
NIKAH DI DESA KUNTI KECAMATAN ANDONG  
KABUPATEN BOYOLALI” 
 
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Taukil Wali Nikah di Desa 
Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 
Berdasarkan hasil penelitian baik dari wawancara maupun hasil 
observasi langsung dilapangan. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Kunti 
seorang wali nikah/ wali nasab menyerahkan hak perwaliannya kepada orang 
lain atau penghulu dalam akad nikah adalah sesusatu hal biasa. Apabila wali 
tidak mewakilkan perwaliannya maka bisa menjadi sesuatu hal yang baru di 
masyarakat dan bisa dijadikan sebagai bahan pemebicaraan karena tidak 
seperti masyarakat pada umumnya. 
Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. 
Statusnya yang menentukan sah dan tidaknya perkawinan menurut hukum 
Islam dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan tanpa adanya wali 
dianggap tidak sah. Meskipun demikian wali memiliki hak untuk mewakilkan 
hak perwaliaanya kepada orang lain yang dianggap mampu menyelesaikan 
urusannya, meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam ahli waris. 
Hal tersebut biasa dilakukan di tengah masyarakat termasuk 
masyarakat di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Dengan 
meminta bantuan kepada tokoh agama atau naib selaku petugas KUA yang 
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dianggap memiliki  memiliki pengetahuan tentang pernikahan untuk menjadi 
wali yang sah. Seperti pernyataan bapak Ladiman bahwa yang menjadi wali 
nikah seharusnya wali nasab, namun karena udzur sakit maka dibolehkan 
untuk mewakilkan kepada orang lain, yang dipercaya. 
Secara umum pemahaman masyarakat tentang taukil wali nikah dalam 
akad nikah, kurang memahami akan istilah tersebut. Adapun yang masyarakat 
pahami adalah jika wali tidak ada/ berhalangan tidak bisa hadir maka hak 
kewaliannya jatuh kepada wali nasab yang terdekat. Sedangkan istilah taukil 
wali nikah dalam akad nikah atau mewakilkan hak kewalian dalam 
menikahkan bukan berdasarkan pengetahuannya melainkan karena 
menyerahkan atau meminta kepada PPN atau naib atau penghulu untuk 
menikahkan anaknya adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat. 
Mewakilkan hak perwalian kepada orang lain juga diperbolehkan, 
baik wali tersebut hadir maupun tidak hadir didalam majlis akad pernikahan. 
Apabila wali telah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain dan 
masih dalam majlis pernikahan, maka kedudukan wali akan berubah menjadi 
hadirin atau tamu saja, tidak bertindak sebagai saksi atau wali lagi. 
Sebagaimana pernyataan bapak Anshori sebagai kepala KUA kec. 
Andong, bahwa bila wali hadir dalam majlis akad nikah serta ikut atau tidak 
menyaksikan akad tersebut, pada hakikatnya dia tetap berstatus sebagai wali 
hanya saja pelaksanaan ijabnya diwakilkan pada orang lain.   
Banyak alasan yang mendasari taukil wali di desa Kunti ini. Alasan 
masyarakat yang mewakilkan hak perwalian mereka pada orang lain yaitu 
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karena ingin cepat dan takut ragu-ragu, lebih memilih menyerahkan kepada 
PPN atau Penghulu atau Naib ketika menikahkan anak perempuannya, 
padahal itu bukan yang kali pertama dalam menjadi wali nikah, adapun 
penyebabnya karena ingin proses yang lebih cepat dan takut ragu-ragu. 
Seperti yang dikatakan Bapak Darji bahwa sudah menikahkan dua orang anak 
perempuan dan saat menikahkan proses ijab kabul tersebut menyerahkan 
kepada penghulu, agar proses cepat selesai dan takut adanya kesalahan dalam 
mengucapkan akad. 
Selain itu sebagian mereka beranggapan bahwa penghulu lebih 
mengerti ilmunya. Hal ini karena wali ada rasa hormat kepada penghulu yang 
dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya. Dan lebih mengerti tentang ilmu 
munakahat. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sugiman bahwa pada 
saat menikahkan anak perempuannya mewakilkan kepada penghulu karena 
mengikuti umum yang ada di masyarakat dan menghormati penghulu yang 
dianggap ilmunya lebih tinggi.”75 
Pandangan masyarakat tentang alasan wali nasab mewakilkan hak 
perwaliannya kepada orang lain. Ketua KUA setempat melihat bahwa 
perbuatan yang dilakukan wali merupakan hal yang sah untuk dilakukan. Dan 
semakin diperkuat juga dengan adanya PERMA no 11 Tahun 2007 yang 
isinya (Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada 
PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat 
adapun syaratnya seperti syarat wali.  
                                                          
75
 Sugiman (60 Tahun), Masyarakat Dusun Sawit, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2019, 
jam 14.00-14.30 WIB. 
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Praktik taukil wali nikah dalam akad nikah yaitu perwakilan wali atau 
kebiasaan wali yang mewakilkan hak kewaliannya dalam akad nikah 
(menikahkan anak perempuannya) kepada naib atau petugas KUA yang 
dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali.  
Dari pernyataan bapak Anshori sebagai kepala KUA, bahwa praktik 
taukil wali nikah dalam akad nikah adalah sesuatu yang sudah biasa 
dilakukan oleh masyarakat, termasuk masyarakat desa Kunti. Dan ini 
diperkuat dengan pernyataan bapak jasmin sebagai mudin desa Kunti, bahwa 
99% masyarakat lebih memilih menyerahkan atau meminta kepada pihak 
KUA untuk menjadi wakil wali dalam akad nikah. 
Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para 
fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan 
dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi 
akad perwakilan, untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap 
pengingkaran manakala terjadi sengketa. 
Adapun tatacara dalam taukil adalah harus sudah terpenuhi rukun dan 
syaratnya, yaitu adanya muwakkil (pemberi kuasa), wakil (penerima kuasa), 
shigat (pernyataan) dan muwakkil fiih (apa yang dikuasakan). Muwakkil 
(pemberi kuasa) berakad dengan wakil (penerima kuasa) mengucapkan sighat 
(penyataan) akan penyerahan kekuasaannya (muwakkil fiih) seperti “Aku 
wakilkan ini ..... kepada engkau, atau kepada si...”dan dalam akad taukil wali 
nikah biasanya ada kabul dari wakil (penerima kuasa). 
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Sebagaimana yang saya saksikan dalam akad nikah di KUA 
Kecamatan Andong proses atau tatacara taukil wali nikah dalam akad nikah. 
Dalam proses akad nikah tersebut di hadiri oleh: 
1. Pegawai KUA 
2. Wali nasab 
3. Calon suami 
4. Calon isteri 
5. 2 orang saksi 
Sebagaimana proses akad nikah, namun sebelum di ucapkan sighat 
ijab kabul oleh calon pengantin, adanya sighat akad serah terima taukil wali 
(dari wali nasab kepada muwakkil/ pegawai KUA).  
Seorang wali yang tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah 
menjadi kewajibannya untuk menjadi wali bagi anak perempuannya 
disebabkan oleh kondisi tertentu. Dengan demikian wali diperbolehkan untuk 
mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain. Meskipun pada dasarnya wali 
tersebut tidak ada kendala syar‟i atau sosial yang menghalangi wali untuk 
menikahkan sendiri.  
Apa hubungannya dengan pandangan masyarakat tentang taukil wali 
dalam akad nikah? Disinilah akan terlihat bagaimana pandangan masyarakat 
Desa Kunti terkait faktor penyebab masyarakat tidak mau menikahkan 
putrinya sendiri, yaitu karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat 
dan mereka merasa bahwa penghulu lebih pantas karena dianggap ilmunya 
lebih tinggi dari dirinya. Alasan yang dilakukan masyarakat tersebut 
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diintegrasikan dengan melihat fungsi taukil wali dalam akad nikah, yaitu  
untuk membantu meringankan beban dengan sesama manusia dengan cara 
membantu menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab. Sehingga 
perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong terhadap 
sesama manusia dalam kebajikan dan ketakwaan. 
Selanjutnya ijab merupakan ikrar yang diucapkan oleh pihak wali 
mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul adalah jawaban dari 
mempelai laki-laki atau wakilnya. Seperti halnya apabila seorang wali tidak 
mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai wali nasab, yakni sebagai 
pihak yang diberi kewajiban untuk mengikrarkan ijab untuk anak 
perempuannya dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut 
diperbolehkan mewakilkan akad nikah kepada orang lain yang dianggap 
pantas dan memenuhi syarat. 
Sebagaimana yang terjadi dimasyarakat Desa Kunti Kecamatan 
Andong Kabupaten Boyolali, yang memperlihatkan banyaknya masyarakat 
yang mewakilkan akad nikah kepada orang lain. Hal tersebut biasa dikenal 
oleh masyarakat dengan istilah taukil wali. Dimana taukil wali merupakan 
perwakilan wali atau kebiasaan wali mewakilkan akad nikah kepada naib atau 
petugas KUA, dengan cara seorang ayah dari pihak perempuan memberikan 
wewenang kepada orang lain, untuk melakukan akad nikah dengan laki-laki 
calon suami putrinya. 
Ketidakmampuan wali untuk mengucapkan ikrar ijab dengan 
mempelai laki-laki merupakan salah satu faktor penyebab wali mewakilkan 
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haknya kepada orang lain yang dianggap pantas, dengan tujuan untuk 
menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab yakni kewajiban untuk 
menikahkan anaknya dengan laki-laki calon suaminya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari hasil pembahasan dan hasil analisis tentang praktik taukil wali 
nikah dalam akad nikah di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali, maka dapat diambil kesimpulan: 
1. Secara umum pemahaman masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong 
Kabupaten Boyolali tentang taukil wali nikah dalam akad nikah adalah 
jika wali tidak ada/ berhalangan tidak bisa hadir maka hak kewaliannya 
jatuh kepada wali nasab yang terdekat. Sedangkan istilah taukil wali 
nikah adalah mewakilkan hak kewalian dalam menikahkan anak 
perempuan atau menyerahkan atau meminta kepada PPN atau naib atau 
penghulu. 
2. Adapun faktor-faktor penyebab taukil wali nikah dalam akad nikah 
masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaen Boyolali adalah 
karena sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat, takut adanya salah 
dalam mengucapkan, merasa tidak cukup ilmu, dan menghormati orang 
yang lebih tinggi ilmunya. 
3. Dilihat dari analisis hukum Islam, fenomena taukil wali yang terjadi di 
Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali itu boleh, dengan 
alasan yang dilakukan masyarakat tersebut diintegrasikan dengan melihat 
fungsi taukil wali dalam akad nikah, yaitu  untuk membantu meringankan 
beban dengan sesama manusia dengan cara membantu menggugurkan 
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kewajibannya sebagai wali nasab. Sehingga perbuatan tersebut 
merupakan salah satu bentuk tolong menolong terhadap sesama manusia 
dalam kebajikan dan ketakwaan dan hal tersebut tidak keluar dari jalur 
hukum Islam. 
B. KRITIK DAN SARAN 
Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan fenomena taukil 
wali yang terjadi di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 
maka penulis menyampaikan beberapa saran demi kemaslahatan bersama, 
yaitu : 
1. Hendaknya kita menyadari realitas zaman yang semakin maju serta 
modern, semakin banyaknya ilmu pengetahuan yang dengan mudah 
diperoleh lewat sosial media sehingga bisa merubah pola pikir kita untuk 
menjadi lebih maju dan menerapkan sesuai tuntunan agama terutama 
dalam hal pernikahan. 
2. Dengan mengadakan kajian ilmiah dan berfikir yang kritis analitis akan 
memberikan wawasan yang luas tentang berbagai pendapat tentang hukum 
Islam. 
3. Sebagai akademisi kita harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi 
Islam untuk menjawab tantangan zaman, karena kita secara khusus 
merupakan intelektual yang bergelut di bidang keagamaan. 
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